REPUBLIK INDONESIA

No.1056, 2015 KEMEN-PUPR. Dukungan Pemerintah.
Pengadaan Tanah. Jalan Tol. Badan Usaha.
Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 35/PRT/M/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 12/PRT/M /2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL YANG DIBIAYAI OLEH BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian investasi
jalan tol di Indonesia perlu dilakukan perpanjangan
waktu pengalokasian dana Dukungan Pemerintah
terhadap Pengadaan Tanah Untuk pembangunan
Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha;

b. bahwa Menteri Keuangan telah menyetujui
perpanjangan waktu pengalokasian Dana Dukungan
Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan
Usaha melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-
871/MK.011/2014 tanggal 24 Desember 2014;

c. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M /2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan Jalan Tol Yang Dibiayai Oleh
Badan Usaha sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan peraturan menteri pekerjaan umum
Nomor 06/PRT/M/2014 belum mengakomodir
perpanjangan waktu pengalokasian dana sebagaimana
dimaksud dalam huruf a;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan  Menteri  Pekerjaan @ Umum = Nomor

12/PRT/M /2008 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol yang

Dibiayai Oleh Badan Usaha;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 88);

3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 30 tahun 2015 tentang Perubahan
ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur;

7. Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2014;

—_

Mengingat
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